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Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan 
yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam perkara yang 
bersifat duniawai ataupun ukhrowi sebab semua aktivitas akan 
dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam 
melaksanakan kehidupan, Islam selain mensyari’atkan akidah dan 
ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan 
penciptanya juga merumuskan tata cara yang baik dan benar dalam 
muamalah sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem 
Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja 
di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri 
Besar Kabupaten Waykanan? Bagaimana Perspektif Hukum Islam 
Tentang Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan 
Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar 
Kabupaten Waykanan? Tujuan penelitian ini adalah Untuk 
mengetahui Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga Pada 
Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan, serta Untuk 
mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan Upah 
pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan. Metode 
penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif 
analisis, dengan analisis sumber data yaitu data primer yang diperoleh 
dari wawancara kepada pengelola lahan tersebut serta masyarakat di 
lingkungan sekitar lahan tersebut, data sekunder yang diperoleh dari 
buku-buku yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. 
Populasi dalam penelitian ini ialah para calon PRT dan Pekerja 
Rumah Tangga yang memakai jasa , masyarakat, dan pejabat yang 
berwenang di Desa Mulya Asri. Analisis dengan melakukan analisis 
kualitatif dengan menggunakan metode cara berfikir induktif. 
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian dapat ditarik kesimpulan 
yaitu Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Penyalur 
Tenaga Kerja Di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti 
iii 
 
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan dalam prakteknya 
pemotongan upah oleh pihak yayasan didasari atas perjanjian kerja 
yang mana sudah disepakati sebelum nya oleh para calon pramuwisma 
dan ditanda tangani secara sukarela, di dalamnya memuat tentang 
hubungan antara pramuwisma dengan pihak yayasan dan pengguna 
jasa mengenai tatacara kerja, upah, hak dan kewajiban serta aturan-
aturan lain yang berlaku di yayasan tenaga kerja tersebut. Adapun 
diantaranya salah satunya ialah tidak diberikannya upah selama 3 
bulan awal bekerja dan akan dirapel di bulan berikutnya kemudian 
langsung akan dipotong untuk biaya administrasi Yayasan berupa 
akomodasi, makan, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut 
pramuswisma tidak merasa keberatan pada aturan yang sudah 
diterapkan tersebut. Kemudian,  Perspektif Hukum Islam Tentang 
Pemotongan Upah Pekerja Rumah Tangga Pada Yayasan Tunas Karya 
Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten 
Waykanan di lihat dari praktek nya mengenai pemotongan gaji selama 
3 bulan dari pihak yayasan untuk biaya administrasi boleh 
diberlakukan karena dalam aturan itu lebih banyak maslahat 
(manfaatnya) dari pada mudharatnya dan hukum asal dari persyaratan-
persyaratan yang telah disepakati. Adapun setelah dianalisis praktek 
tersebut dalam pandangan hukum Islam sudah memenuhi Akad, dan 
Asas-Asas perjanjian menurut hukum Islam. Serta tidak ada hal-hal 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini 
terlebih dahulu penulis akan menjelaskan judul merupakan 
kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. 
Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan 
pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti 
beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini. 
Penelitian yang dilakukan adalah berjudul: “Sistem Pemotongan 
Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga 
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan 
Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri 
Besar Kabupaten Way Kanan)”. 
1. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut 
pola yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk 
melaksanakan kegiatan pokok perusahan.
1
 
2. Pemotongan upah adalah dengan memotong upah gaji 
pekerja yang akan diterima pekerja yang mana upah adalah 
suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada 




3. Penyalur adalah lembaga-lembaga yang memasarkan produk 
berupa barang atau jasa dari produsen sampai ke konsumen.
3
   
4. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 14-
64 tahun) atau jumlah  seluruh  penduduk  dalam  suatu  
Negara  yang  dapat  memproduksi barang dan jasa jika ada 
                                                          
1Mulyadi, Sistem Informasi Akutansi, ( Jakarta: Salemba Empat, 2016), h.5 
2F.Winarni dan G.Sugiyarso, Administrasi Gaji dan Upah, 
(Yogyakarta:Pustaka 
Widyatama, 2006), h. 17 
3Sofian Assuri, Manajemen Pemasaran Dasar Konsep Dan Strategi, ( 





permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau 
berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
4
 
5. Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada 
permukaan yang 
mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga 
dimensi 
(panjang, lebar dan tingginya) atau sudut pandang.
5
 
6. Hukum Islam adalah “hukum-hukum Allah SWT. Yang 
kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-
Quran atau hukum-hukum yang diterapkan secara langsung 
oleh wahyu, misalnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, 
sedangkan permasalahan yang belum jelas di dalam AL-
Quran perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari 
permasalahan menentukan hukum baru dari permasalahan 
tersebut yang dinamakan dengan istilah fiqih.
6
 
Berdasarkan penjabaran dari masing-masing istilah yang 
dimaksud dari judul di atas sesuatu peristiwa dari suatu tahapan-
tahapan yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan 
skema dari suatu jasa yang di tawarkan oleh penyalur jasa, dan 
menurut perspektif hukum Islam. 
 
B. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai mahluk sosial harus senantiasa mengikuti 
aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dalam 
perkara yang bersifat duniawai ataupun ukhrowi sebab semua 
aktivitas akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. 
Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan 
kewajiban diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari 
terjadinya bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum 
                                                          
4 Mulyadi Subri, Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT Raja 
Grafindo Persada, 2003). h. 57 
5 Al-faruz rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid II, (jakarta: Dana Bakti 
Wakaf, 1989), h.361 
6 Siti Mahmudah, Historisitas Syariah (Kritik Relasi Khalid Abd al-Karim) 





yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup 
bermasyarakat disebut dengan hukum mu‟amalah.
7
 
Dalam melaksanakan kehidupan, Islam selain 
mensyari‟atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat 
penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tata 
cara yang baik dan benar dalam muamalah sebagai penghubung 
antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan 
Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia 




Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa 
kehidupan manusia khususnya umat Islam dalam melakukan 
interaksi sosial sehari-hari harus memenuhi ketentuan yang telah 
ditetapkan. Apabila muamalah dilakukan oleh manusia dengan 
baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang ada, maka semua 
manusia akan dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing. 
Salah satu bentuk hukum mu‟amalah yang sering terjadi 
adalah kerjasama antar sesama manusia, di satu pihak sebagai 
penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut buruh atau 
bekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang 
lazim pula disebut majikan.  
Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam di sebut 
dengan Ijarah. Adapun hukum Ijarah yang menjelaskan tentang 
pemotongan sesuai dengan akad yang ada yaitu:
9
 
1. Antara kedua belah pihak diperlukan perjanjian yang adil 
2. Bentuk upah ijarah waktu, jumlah upah dan sifat-sifatnya 
harus jelas 
3. Memiliki manfaat dan tidak memiliki larangan agama 
terhadap pekerjaan tersebut 
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4. Sebagian ulama memandang bahwa semua upah yang 
berkenaan dengan ibadat sama dengan memkan harta manusia 
dengan cara tidak halal. 
Berdasarkan hukum Islam sistem pengupahan disebut dengan 
(ijarah ) yang terjadi telah memenuhi rukun akad dalam al-ijarah 
akan tetapi dalam syarat masih belum terpenuhi yaitu ditemukan 
adanya salah satu pihak yang menyatakan tidak rela atas 
perjanjian yang dilakukan, yang manahal tersebut dapat 
merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. 
Hal tersebut tidak dibenarkan dalam segi hukum Islam. Hal ini 
telah dijelaskan di dalam firman Allah dalam surat An-Nisa (4): 
ayat 29 yang berbunyi: 
                         
                       
       
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang 
hambanya dimuka bumi memakan harta dari jalan yang haram 




Konsekuensinya yang timbul dari adanya ketentuan ini karena 
sistem pengupahan pekerja harus sesuai dengan ketentuan dan 
kesepakatan yang telah ditetapkan. Upah harus dibayar tidak 
kurang, tidak juga lebih dari apa yang telah dikerjakan. 
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Perjanjian kerja disebuah yayasan maupun perusahaan 
idealnya melindungi semua kepentingan pihak yang terkait dalam 
perjanjian karena sebuah perjanjian semestinya dibuat 
berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, karena 
terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berkaitan dengan 
hal ini penulis melakukan penelitian Yayasan Tunas Karya Unit 1 
Di Desa Tegal Mukti Kecamatan  Negri Besar Kabupaten Way 
Kanan, adanya sebuah aturan ketentuan atau ketetapan yang 
berkaitan dengan pengupahan yaitu terjadinya pemotongan upah 
pekerja oleh pihak penghubung Yayasan dengan tenaga kerja, 
pekerja yang tersalurkan tidak menerima upah di awal bulan 
pertama bekerja dan sampai 3  bulan. Upah di 3 bulan awal 
diberikan dengan sistem dirapel atau digabungkan di bulan 
berikutnya kemudian langsung akan di potong dengan biaya 
administrasi Yayasan yang berjumlah Rp. 4.000.000. (empat juta 
rupiah). 
Adapun alasan Yayasan memberikan upah dengan cara 
dirapel pada tiga bulan awal bekerja dikarenakan menghindari 
pekerja agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan majikan 
dan Yayasan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa 
masa tiga bulan pertama adalah masa percobaan pekerja. 
 Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang sistem 
pemotongan upah diatas.Salah satu aspek muamalah yang sangat 
penting dan dapat dilakukan setiap manusia adalah upah 
mengupah, yaitu memberikan imbalan sebagai bayaran kepada 
seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu  
pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian 
yang telah  disepakati.
11
 
Dalam sistem pengupahan yang terjadi di Yayasan Tunas 
Karya kegiatan seperti ini ada baiknya jika dianalisis perspektif 
hukum Islam. Dalam hal ini akan dibahas tentang lembaga 
                                                          
11 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islamdi Indonesia (Aspek Hukum 
Kelluarga danBisnis), (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN 





penyalur dari sudut pandang Hukum Islam. Oleh sebab itulah 
membuat penulis untuk memecahkan masalah dan 
meneyelesaikan masalah dengan judul: “Sistem Pemotongan 
Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga 
Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan 
Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri 
Besar Kabupaten Way Kanan)”. 
 
C. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi 
beberapa masalah yaitu: 
1. Masih adanya unsur ketidak jelasan sehingga belum 
terciptanya nilai keadilan dalam pemberian upah yang di 
terapkan oleh Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti 
Kecamatan Negeri Besar  
2. Pandangan dari segi hukum Islam terhadap praktek Sistem 
Pemotongan Upah Sebagai Jasa Penyalur Tenaga Kerja 
Rumah Tangga di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negeri Besar  
 
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 
1. Fokus Penelitian 
Pada penelitian dalam Skripsi ini fokus pada 
permasalahan pemotongan upah pekerja di Yayasan Tunas 
Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar 
Kabupaten Way Kanan 
2. Sub Fokus Penelitian 
a. Pelaksanaan praktik Sistem Pemotongan Upah pekerja 
rumah tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten Waykanan 
b. Pandangan hukum Islam Tentang Pemotongan Upah 





Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kabupaten 
Waykanan 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat 
memberikan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah tangga 
Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 
Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way 
Kanan?   
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Pemotongan 
Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 
Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way 
Kanan? 
 
F. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Sistem Pemotongan Upah pekerja rumah 
tangga Pada Penyalur Tenaga Kerja di Yayasan Tunas Karya 
Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar 
Kabupaten Way Kanan 
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam Tentang 
Pemotongan Upah pekerja rumah tangga pada Yayasan 
Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri 
Besar Kabupaten Way Kanan 
 
G. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapan sebagai referensi 
dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan 
sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan 
kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup 





upah pekerja Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan  
2. Secara Praktis penelitian ini memberikan pengetahuan kepada 
para pembaca terutama tentang bagaimana melihat sudut 
pandang tentang hukum Islam dalam meninjau pemotongan 
upah pekerja 
 
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Sebelum penelitian ini dilakukan maka terlebih dahulu penulis 
akan melakukan kajian dari penelitian sebelumnya yang sudah 
ada agar menghindari kesamaan pada sebelumnya, maka berikut 
merupakan penelitian- penelitian terlebih dahulu yang berkaitan 
dengan penelitian pada skripsi ini, yaitu: 
1. Skripsi yang ditulis Deni Susanto dari Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat 
Hilangnya Barang Perusahaan (studi pada Indomaret Fajar 
Bulan Lampung Barat)” Dari skripsi bisa diambil 
kesimpulan bahwa Dasar dari pemotongan upah gaji 
karyawan yang diakibatkan hilangnya barang adalah 
perjanjian kerja didalamnya memuat tentang hubungan kerja 
dan katyawan mengenai tatacara, upah, hak dan kewajiban 
dan aturan lain yang berlaku diperusahaan. Jika terjadi 
barang rusak atau hilang akibat kelalaian karyawan dan 
hilangnya mencapai batas maksimal maka seluruh karyawan 
secara bersama bertanggung jawab dengan dipotongnya gaji 
bulanan sesuai dengan jabatannya. Tinjauan hukum Islam 
pemotongan gaji akibat hilangnya barang perusahaan itu 
tidak boleh diberlakukan. Ada ahli Fiqih melarang denda 
disebabkan barang rusak dalam waktu bekerja bukan karena 
kelalaian. Dengan alasan hilang atau rusaknya barang oleh 
karyawan tertuang dalam perjanjian.
12
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2. Skripsi yang ditulis Lia Resti Carlina dari Universitas Islam 
Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul”Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan 
Persentase Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di SPA 
dan Salon Muslimah Az-Zarah di Bandar Lampung). 
Kesimpulan dari skripsi adalah, Mekanisme pengupahan di 
SPA dan Salon Muslimah AzZarah di Bandar Lampung 
belum menjalankan ketentuan upah mengupah dalam 
penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Fiqih 
Muamalah yang mengharuskan suka sama suka dan belum 
„dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak nya 
adalah memberikan hak kepada pekerja yang telah 
memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pekerja atau buruh 
di suatu perusahaan. Dan belum memeperhatikan 
kepentingan atau kewajiban pekerja untuk menerima upah 
setelah melakukan kewajibannya, seperti datang ketempat 
kerja dan tidak diberikan upah. Disamping itu pada SPA 
salon muslimah Az-Zahra ini belum bergerak tanpa aturan 
yang berlaku Sistem pengupahan karyawati SPA salon 
muslimah Az-Zahra ditinjau dari fiqih muamalah 
menggunakan sistem borongan. Dimana setiap pekerja 
diupah berdasarkan persentase atau unit hasil yang sama 
halnya dengan sistem borongan yang akan menghasilkan 
banyak, yang sedikit akan menghasilkan sedikit.
13
 
3. Skripsi ini yang ditulis oleh Dewi Lestari Universitas Islam 
Negeri Walisongo Semarang yang berjudul ” Sitem 
Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi 
kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa 
Koroweleng Cepiring-Kendal). Skripsi ini berkesimpulan 
bahwa, sistem pengupahan pada UMKM kurang baik 
produksi ikan teri salim group karena majikan tidak 
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menyebutkan besarnya upah yang akan diperoleh 
pekerjaanya secara jelas sebelum pekerjaan dimulai. 
Sehingga banyak pekerja yang tidak mengetahui secara jelas 
berapa upah kerjanya setiap 1 kg-nya. Jika dilihat dari 
ekonomi islam, UMKM produksi ikan teri salim group 
belum baik, karena nilai-nilai dalam ekonomi islam belum 
sepenuhnya terpenuhi. Konsep upah dalam ekonomi lebih 




4. Skripsi yang telah ditulis oleh Noermalia, Fakultas Syari'ah 
dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah 
Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan 
Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya”. Skripsi ini 
berkesimpulan Bahwa, praktek pengupahan yang terjadi di 
PT Kent Trasindo Surabaya Pemotongan upah untuk BPJS 
diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja memotong upah 
pekerja untuk pembayaran BPJS kesehatan ini dikarenakan 
peraturan perundang - undangan. Namun untuk pemotongan 
BPJS kesehatan untuk keluarga pekerja dan asuransi harus 
ada surat kuasa dari pekerja untuk dapat memotong iuran 
dari upahnya. Dan memberitahukan manfaat dan informasi 
yang terkait dengan jaminan sosial yang diterima pekerja. 
Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 
Pasal 22. Analisis hukum Islam mengenai adanya 
pemotongan – pemotongan yang terjadi di PT Kent Trasindo 
ini harus didasari dengan adanya kerelaan atas kedua pihak 
yang berakad. Agar terjalin saling percaya diantara kedua 
pihak, maka diadakannya akad atau perjanjian kerja yang 
mengakibatkan terikatnya dan timbul hak dan kewajiban 
kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa terdzalimi atas 
perbuatan salah satu pihak. Dan tidak ada paksaan dan 
                                                          
14
 Skripsi  Dewi Lestari ” Sitem Pengupahan Pekerja Dalam Perspektif 
Ekonomi Islam (Studi kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group di Desa 
Koroweleng Cepiring-Kendal). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 










I. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Alasannya  karena penelitian kualitatif adalah 
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cendrung 
menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan 
disebarkan sebagai berikut: 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu 
penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 
diresponden.
16
 Yaitu melakukan penelitian dilapangan 
untuk memperoleh data atau informasi secara langsung 
dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Selain 
dilapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian 
kepustakaan sebagai pendukung dalam melakukan 
penelitian, dengan menggunakan literatur yang ada 
diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan 
diteliti. 
Dalam hal ini penulis memperoleh data dari data 
lapangan yaitu melalui langsung kepada pihak penyalur 
tenaga kerja Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal 
Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan. 
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b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini skripsi 
ini bersifat deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang 
menjelaskan atau menggambarkan secara tepat mengenai 
sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok 
tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian 
yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih 
sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang 
terjadi di lapangan. 
Dalam hal ini akan di dekripsikan bagaimana 
pandangan Islam terhadap sistem pemotongan gaji yang 
tidak sesuai dengan akad pada Yayasan Tunas Karya 
Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar 
Kabupaten Way Kanan. 
2. Sumber Data Penelitian 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh 
dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen 
guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian 
lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan 
organisasi.
17
 Pada umumnya data primer dianggap lebih 
baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa 
hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data 
sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari 
lapangan atau dilokasi penelotian, seperti data primer yang 
diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. 
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b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah bahan data yang berisikan 
tentang informasi yang menjelaskan dan membahas 
tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai 
data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. 
Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis lakukan, 
antara lain: Al-Quran, hadist, buku, kitab-kitab fiqih, 
skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang 
paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data.
18
 Maka untuk teknik 
pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara 
dan dokumentasi. 
a. Observasi 
Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara 
memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu 
objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk 
keperluan tersebut.
19
 Observasi dilakukan secara langsung 
fenomena yang terjadi dilapangan. 
b. Wawancara 
 Metode wawancara adalah metode pengumpulan data 
dimana penelitian mengajukan suatu pertanyaan langsung 
kepada responden. 
20
 Interview dilakukan kepada para 
informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak 
mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview 
dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden 
yang terdiri dari para pedagang, serta pihak-pihak yang 
dianggap tahu tentang penelitian ini. 
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 
atau variabel berdasarkan catatan, transkip, buku, surat 
kabar, majalah, poto, dokumen rapat, dan agenda.
21
 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 
individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 
lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi 




Populasi dalam penelitian ini adalah 105 orang 
pekerja yang terdaftar di penyalur tenaga kerja Yayasan 
Tunas Karya Unit 1 di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri 
Besar Kabupaten Way Kanan, serta 5 orang pengurus 
Yayasan Tunas Karya Unit 1. Berdasarkan data tersebut 
maka jumlah populasi dalam penelitian ini ialah 110 orang. 
b. Sampel  
 Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 
dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili 
populasi.
23
 Dalam penelitian kualitatif sangat erat 
kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud 
sampling disini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin 
informasi dari berbagai sumber dan bangunannya 
(constructions). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai 
perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik 
diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan 
penelitian populasi, jika subjek bersar maka diambil 10-
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 Sampel yang diambil oleh penulis 
adalah sebanyak 10% dari total populasi yang mana jumlah 
sampel menjadi 11 orang, diantaranya yaitu 9 orang 
pekerja yang terdaftar di Yayasan Tunas Karya Unit 1 dan 
2 orang pengurus Yayasan Tunas Karya Unit 1. 
5. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh 
data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara 
atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang 
dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer 
maupun data sekunder, langkah-langkah pengolahan data 
yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data 
yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 
masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan 
meragukan.
25
 Dalam proses editing dilakukan 
pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan 
sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Sistematisasi Data (systematizing) 
Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal 
ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari 
yang sudah diedit diberi tanda menurut klasifikasi urutan 
masalah. 
6. Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah 
selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar 
dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisis data, digunakan data 
kualitatif, kareana data yang diperoleh dari literatur yang ada 
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dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban 
terhadap permasalah. Metode analisis yang digunakan adalah 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 
Deskreptif adalah suatu penelitian untuk memberikan 
gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan 
secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif. 
Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang 
bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang 
bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.
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Selain metode deduktif, penulisan ini juga menggunakan 
metode induktif yaitu dari fakta-fakta yang sifatnya khusus 
atau peristiwa peristiwa konkrit, kemudian dari peristiwa 
tersebut diarik generalisasi yang bersifat umum. 
 
J. Sistematika Pembahasan  
Untuk Menghasilkan suatu kerangka penelitian ini untuk 
menindak lanjuti penulisan sebelumnya, penulis memnuat 
sistematika pembahasan yang sederhana, yang dikelompokkan 
menjadi beberapa sub bab yang merupakan exsplorasi dari semua 
isi kandungan peneitian ini. Pembagian bab dan sub bab tersebut 
bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan dan 
menganalisa data, telaah masalah-masalah dan temuan-temuan 
yang telah ada, agar lebih mendalam dan komprehensif, sehingga 
nantinya lebih mudah dipahami. 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Pada bab ini dimulai dengan penegasan judul, latar 
belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan 
penelitian ini dilakukan, fokus dan sub fokus penelitian. 
Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna 
membantu peneliti memfokuskan terhadap kajian yang 
dilakukan. Kemudian tujuan penelitian yang berguna 
                                                          





untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini 
menghasilkan temuan. Setelah itu adalah manfaat 
penelitian, setelah itu kajian penelitian terdahulu yang 
relevan untuk apakah penelitian ini jika dilihat dari 
penelitian terdahulu. Kemudian, dilanjut dengan metode 
penelitian yang berisi jenis penelitian, sumber data 
penelitian, metode pengumpulan data, metode 
pengolahan data dan Analisa data, dan sistematika 
pembahasan. 
BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab kedua ini berisikan teori, yang merupakan alat 
untuk menganalisis data yang di peroleh dari lapangan. 
Isi dari bab ini yaitu akan di uraikan mengenai Akad 
Dalam Hukum Islam yang mana di dalam nya akan 
membahas mengenai pengertian akad, dasar hukum 
akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, 
ketentuan dalam akad. teori selanjutnya mengenai 
pengupahan dalam hukum islam didalam nya akan 
membahas mengenai pengertian upah, dasar hukum 
upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, 
sistem pembayaran upah, pelaksanaan upah, berakhirnya 
upah. Kemudian, pada bab ini juga akan membahas 
mengenai asas-asas penjanjian menurut islam serta 
ketentuan upah menurut hukum Islam dan Hukum 
positif. 
BAB III : DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
Pada bab ini berisikan gambaran umum Yayasan Tunas 
Karya Unit 1 yang menjelaskan informasi mengenai 
sejarah singkat Yayasan Tunas Karya Unit 1, struktur 
organisasi Yayasan Tunas Karya Unit 1, Visi dan Misi 
Yayasan Tunas Karya Unit 1, serta Perjanjian Kerja 
YTKI dan Yayasan Tunas Karya Unit 1. Kemudian 
akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pemotongan 






BAB IV : ANALISIS PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan pokok pembahasan yang 
meliputi sistem pemotongan upah pekerja rumah 
tangga pada penyalur tenaga kerja di Yayasan Tunas 
Karya Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri 
Besar, Kabupaten Way Kanan, serta perspektif hukum 
Islam tentang pemotongan upah pekerja rumah tangga 
pada penyalur tenaga kerja di Yayasan Tunas Karya 
Unit 1 Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, 
Kabupaten Way Kanan 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran serta 
lampiran-lampiran sebagai solusi dalam sistem 
pemotongan upah pekerja rumah tangga pada penyalur 
tenaga kerja di Yayasan Tunas Karya Unit 1 Desa 
Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way 
Kanan. Kesimpulan ditulis berdasarkan hasil analisis 
dari bab empat dimana hasil tersebut adalah jawaban 


















A. Akad Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Akad 
Akad berasal dari bahasa arab yang berate mengikat, 
menetapkan dan membangun. Kata akad kemudian diserat 
kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan 
kontrak. Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) 
dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan 
syari‟at yang ada pada obyek perikatan.
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a. Mengikat (Ar- Aabthu), yaitu mengumpulkan dua ujung 
tali danmengikat salah satunya dengan yang lain sehingga 
bersambung dikemudian menjadi sepotong benda. 
b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi 
memegangkedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (Al-ahdu), yaitu siapa saja ang menepati janji dan 
takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertaqwa. 
Sebagaimana dijelaskan dalam QS:  Al-Maidah (5) 
ayat 1 yaitu tentang suatu aqad. 
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                        
                         
      
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan 
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak 
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 




Istilah al-„aqd dalam Al-Qur‟an mengacu pada 
pertayaan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat 
seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik 
setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh terhadap 
janji yang dibuat orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam 
Al Qur‟an surah Al-Imran ayat 76 bahwasanya Allah SWT 
berfirman: 
                        
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya  dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah 
menyukai orang-orang yang bertakwa.
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Akad menurut istilah adalah keterkaitan dalam 
keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan adanya 
komitmen yang telah di syariatkan. Kata akad menurut istilah 
terkadang dipergunakan dalampengertian umum, yakni 
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sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau 
bagi orang lain dengan kata harus.
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Menurut istilah fiqih, secara umum akad berarti suatu 
yang menjadi tekat seseorang untuk melaksanakan, baik yang 
muncul dari dua pihak, seperti wakaf, talak, dan juga sumpah, 
maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, 
wakalah dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan 
antara ijab dan qabul, dalam lingkup yang di syariatkan 
dan berpengaruh dalam sesuatu.
32
Istilah “Perjanjian” dalam 
hukum indonesia disebut “Akad” di dalam hukum Islam. Kata 
akad berasal dari kata al-„aqd, yang berati mengikat. 
Menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). 
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 
bahwaasanya menurut pengertian lainnya menjelaskan bahwa 
Ijarah adalah upah yang diberikan kepada seseorang yang 
telah mengerjakan suatu pekerjaan sebagai balasan atas 
pekerjannya. 
2. Dasar Hukum Akad 
Berdasarkan dalam al- Qur‟an surah Al Imran ayat 76 
bahwasanya Allah SWT berfirman: 
                        
(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji 
(yang dibuat)nya  dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah 
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Berdasarkan ayat di atas maksud akad di atas yang di 
adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada 
kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak 
ridho/ rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain 
harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. 
Dalam hal ini berati tidak boleh ada paksaan dari pihak yang 
satu kepihak yang lain, dengansendirinya akad yang diadakan 
tidak didasarkan kepada kehendak padasalah satu pihak yang 
mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para 
pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, 
sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman 




3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu 
perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih 
berdasarkan keridhan masing-masing maka timbul bagi 
kedua belah pihak haq dan iltijamyang diwujudkan oleh 
akad, rukun-rukunnya ialah sebagai berikut:
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1. Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-
masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri 
dari beberapa orang,seorang yang berakad orang 
yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan  
persyaratan  atau  kriteria yang harus  dipenuhi aqid, 
antara lain: 
a) Ahliyah keduanya memiliki kecakapan dan 
keputusan untuk melakukan transaksi. Biasanya 
mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh 
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atau mumayiz dan berakal. Berakal yang 
dimaksud disini ialah tidak gila sehingga mampu 
memahami ucapan orang-orang normal. 
Sedangkan mumayiz disini artinya mampu 
membedakan antara baik dan buruk antara 
berbahaya dan tidak dan antara merugikan dan 
menguntungkan. 
b) Wilayah yang dimaksud dengan wilayah sebagai 
hak dan kewenangan seseorang yang 
mendapatkan legalitas syar‟i untuk melakukan 
transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya 
orang tersebut memang merupakan pemilik asli, 
wali atau wakil atas suatu objek transaksi 
sehingga ia memiliki dab otoritas untuk 
mentransaksikannya. Dan yang terpenting orang 
yang melakukan akad aharus bebas dari tekanan 
sehingga mampu mengekspresikan pilihanya 
secara bebas. 
2. Ma’qud adalah benda yang diakadkan seperti benda 
yang dijuaal dalam akad jual beli, dalam akad hibah 
atau pemberian, dalam gadai, utang yang dijamin 
seseorang dalam akad kafalah. 
3. Maudhu Al’aqd adalah tujuan atau maksud pokok 
mengadakan 
akad, bebeda akad, maka berbedalah tujuan pokok 
akad tersebut. 
4. Sighat Al’Aqd yaitu ijab dan qabul, ijab ialah 
permulaan penjelasan yang keluar dari salah 
seseorang yang berakad sebagai gambaran 
kehendaknya dalam mengadakan akad. Sedangkan 
qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang 









a. Sighat al-aqd harus jelas pengertiannya, kata-kata 
dalam ijab qabul harus jelas dan tidak banyak memiliki 
banyak pengertian. 
b. Harus sesuai antara ijab qabul, tidak boleh antara yang 
berijab dan yang menerima bebeda lafadz. 
c. Megambarkan kesungguhan. Kemauan dari pihak-pihak 
yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena 
diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena 
dalam tijarah harus saling ridho. 
2. Syarat Akad 
Syarat akad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
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a. Syarat terbentuknya akad (syurut al-in-iqad) 
Masing-masing rukun atau unsur yang membentuk 
akad diatas memerlukan syarat-syarat agar rukun itu 
dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-
syarat yang dimaksud, 
Rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam 
hukum Islam syarat yang dimaksud dinamakan syarat 
terbentuknya akad. 
   Rukun pertama yaitu para pihak harus memenuhi 
dua syarat terbentuknya akad,yaitu: 
1). Tamyiz 
2). Terbilang (at-ta’addud) 
  Rukun kedua yaitu pernyataan  kehendak, harus 
memenuhi dua   syarat akad, yaitu: 
1) Adanya penyesuaian ijab qabul dengan kata lain 
tercapainya kata sepakat. 
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2) Kesatuan majelis akad. 
  Rukun akad ketiga yaitu objek akad harus memenuhi 
tiga 
syarat, yaitu: 
1) Objek itu dapat diserahkan 
2) Tertentu atau dapat ditentukan 
3) Objeknya dapat ditransaksikan 
b. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah) 
Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun 
dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah 
terbentuk dan mempunyai wujud yuris syar’i namun 
belum serta merta sah. Untuk mengetahui sahnya akad, 
rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut 
memerlukan unsur-unsur penyempurna ini disebut 
keabsaan akad.Syarat keabsaan ini dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu syart keabsahan umum yang berlaku 
terhadap semua akad atau paling tidak berlaku 
kebanyak akad dan syarat keabsahan khusus yang 
berlaku pada masing-masing berbagai macam akad 
khusus. 
c. Syarat berlakunya akibat hukun (syuruth an-nafadz) 
     Apabila memenuhi rukun dan syarat dan syarat 
terbentuk syarat - syarat keabsahan maka suatu akad 
dinyatakan sah. Akan tetapi meskipun sudah ada 
kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut 
belum dapat dilaksanakan. Akad belum dapat 
dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah 
disebut akad maukuf (terhenti atau tergantung). Untuk 
dilaksanakan akibat hukumnya, akad sudah sah itu 
harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, 









d. Syarat mengikatnya akad (syarhul luzum) 
     Pada asasnya apabila suatu akad telah memenuhi 
rukun dan syaratnya maka akad tersebut sudah dapat 
dikatakan sah dan mengikat bagi para pihak. Maka 
tidak boleh salah satu menariknya kembali 




Sebenarnya akad harus dikhususkan untuknya beberapa 
syarat atau boleh juga dengan perkataan syarat-syarat 
idlafiyh (syarat-syarat tambahan) yang harus ada disampng 
syarat umum seperti syarat adanyasaksi untuk terjadinya 
nika, dan seperti tidak boleh adanya ta‟liq dalam aqad 
mua‟awadlah dan aqad tamalik seperti jual beli dan hibah, 
ini merupakan syarat idlafiyah. 
4. Macam-Macam Akad 
Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu bisa 
dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan 
diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara‟, 
maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad sahih dan akad 
tidak sahih. Untuk lebih mengetahuinya berikut 
akan diuraikan lebih jelas mengenai akad tersebut. 
Akad sahih ialah akad yang telah memenuhi rukun dan 
syarat-syaratnya. Hukum dari akad sahih ini adalah 
berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu 
dan mengikat bagi pihak yang berakad. Akad sahih ini 
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1. Akad nafiz 
Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad 
yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat 
dan tidak ada penghalang untuk melaksanakanya. 
2. Akad mauquf 
Akad mauquf yaitu akad yang dilakukan seseorang 
yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki 
kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad 
tersebut, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil 
yang telah mumayyiz. 
5. Ketentuan Dalam Akad 
Akad terdiri dari beberapa macam yaitu akad bernama 
dan akad tidak bernama ada juga akad pokok dan asesoir 
serta akad bertempo dan tidak bertempo yakni sebagai 
berikut: 
a. Akad bernama 
Yang dimaksud dengan akad bernama adalah akad 
yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum 
dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang 
berlaku terhadapnya dan tidak berlaku pada akad lain. 
Ahli hukum klasik menyebutkan beberapa jenis akad, 
sehingga secara keseluruhan akad menurut perhitungan 
mencapai beberapa jenis akad bernama yaitu:
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1. Jual beli (Al- Ba’i) 
2. Sewa-menyewa (Al-Ijarah) 
3. Penanggungan (Al-Kafalah) 
4. Pemindahan uang (Al-Hiwayah) 
5. Gadai (Ar-Rahn) 
6. Jual beli opsi (Ba‟tal-wafa) 
                                                          





7. Penipuan (Al-ida‟) 
8. Pinjam pakai (Al-i‟arah) 
9. Hibah (Al-hibah) 
10. Pembangian (Al-qismah) 
11. Persekutuan (Asy-syirkah) 
12. Bagi hasil (Al-mudharabah) 
13. Penggarapan tanah (Al-muzara‟ah) 
14. Pemeliharaan tanaman (AL-Musaqah) 
15. Pemberian kuasa (Al-Wakalah) 
16. Arbitase (At-tahkim) 
17. Pelepasan hak kewarisan (Al-Mukharajah) 
18. Pinjam mengganti (Al-Qardh) 
19. Pemberian hak pakai rumah (Al-Umrah) 
20. Penetapan ahli waris (Al-Muamalah) 
21. Pemutusann perjanjian atas kesepakatan (Al-Iqadah) 
22. Perkawinan (Al-Zawaj) 
23. Wasiat (Al-Washiyyah) 
24. Pengangkatan pengampu (Al-isha) 
b. Akad tak bernama 
       Akad tak bernama ialah akad yang tidak diatur 
secara khusus dalam kitab-kitab fiqh dibawah satu 
nama tertentu.Dengan kata lain akad tak bernama ialah 
akad yang tidak  ditempuh oleh pembuat hukum 
namanya yang khusus serta adapengaturan tersendiri 
mengenainya, terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan 
umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh 
para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Kebebasan dalam membuat akad tertentu (tidak 





dengan kebebasan berakad, akad tidak bernama ini 
timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan 
akibat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang 




b. Akad pokok dan akad asesoir 
    Dilihat dari kedudukannya akad dibedakan menjadi 
akad yang pokok (al-„aqdal ashli) dan akad asessoir 
(„aq-aqd attab‟i), akad pokok adalah akad yang terdiri 
sendiri yang keberadaanya tidak tergantung kepada 
suatu hal lain termasuk kedalam jenis ini adalah semua 
akad yang keberadaanya karena dirinya sendiri, seperti 
akad jual beli, sewa-menyewa, penitipan.Pinjam pakai, 
dan seterusnya. Akad asseoir adalah akad yang 
keberadaanya tidak berdiri sendiri melainkan 
tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada 
dan tidaknya atau sah dan tidaknya akad tersebut. 
Termasuk dalam kategori ini adalah penanggungan 
(kafalah) dan akad gadai (ar-rahn) kedua akad ini 
merupakan perjanjian untuk menjamin karena itu 




c. Akad bertempo tidak bertempo 
Dilihat dari unsur tempo akad dapat dibagi menjadi 
dua akad yakni akad bertempo (al‟aqd az-zamani) dan 
akad tidak bertempo (al’aqd al-fauri). Akad bertempo 
adalah akad yang didalamnya ada unsur waktu 
merupakan unsur usia, dalam arti unsur waktu 
merupakan bagian dari isi perjanjian. Termasuk 
dalam kategori ini, misalnya sewa-menyewa, akad 
penitipan, akad pinjam akad, akad pemberian kuasa, 
akad berlangganan surat kabar dan lainya. 
                                                          






Akad tidak bertempo adalah akad dimana unsur 
waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Akad 
jual beli misalnya, terjadi seketika tanpa perlu unsur 
tempo sebagai bagian dari akad tersebut. Bahkan 
apabila jual beli dilakukan dengan hutang, 
sesungguhnya unsur waktu tidak merupakan ensensial, 
dan bila telah tiba waktu pelaksanaan, maka 
pelaksanaanya tersebut ersifat seketika dan pada ssat itu 
hapuslah akad kedua belah pihak.44 
 
B. Pengupahan Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Upah 
Upah dalam Islam dikenal dengan ijarah. Secara 
etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-
wadh atau penggantian.
45
 Ijarah adalah upah sewa yang 
diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu 
pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya. Untuk definisi 
ini digunakan istlah-istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata ajara-
hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas 
orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, 
bukan pada hal-hal negatif. Kata al-ajr (pahala) biasanya 
diginakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata ujrah 
(upah sewa) digunakan untuk balasan dunia.
46
 Sayid Sabiq 
mengemukakan bahwa al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang 
berarti al-iwadh (sewa menyewa atau imbalan, ganjaran atau 
pahala). Jadi ijarah menurut bahasa dan secara syara‟ 
memiliki makna jual-beli manfaat.
47
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Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah 
akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal 
yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa 
pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari 
manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek 
dalam akad ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan 
bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun akad 
ijarah kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan 
sumber manfaat. Dalam akad ijᾱrah tidak selamanya manfaat 
diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari 
tenaga manusia. Ijarah dalam pengertian ini bisa disamakan 
dengan upah-mengupah dalam masyarakat.
48
 
Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang 
yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya 
sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami 
bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja 
atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi 
lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan 
kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas 
jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan 
mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.
49
 
Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) 
perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan 
kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha 
yang berisi hak-hak atas kewajiban masingmasing pihak. Hak 
dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak 
yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan 
adalah membayar upah. 
Akad yang sesuai dengan syari‟ah adalah yang tidak 
mengandung gharar (ketidakpastian atau penipuan), maysir 
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(perjudian), riba (bunga uang) yang mana semua ulama 
sepakat bahwa riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam 
Islam, hal ini dikarenakan makna riba sendiri adalah tambahan 
(ziyadah) atau dapat dikatakan keuntungan moneter.
50
 Selain 
riba akad tidak dianggap sah jika mengandung zhulm 
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. 
Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan 
masyarakat. Ini merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas 
keseharian kita. Melalui akad ini kita bisa melakukan berbagai 
kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Seseorang 
lelaki dan perempuan saat disatukan dalam menjalani 
kehidupan dengan akad. Dengan adanya akad dapat 
memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan 




Dapat dibenarkan bahwa akad adalah merupakan sarana 
sosial yang ada dan hidup dalam kehidupan bermasyarakat 
dengan makhluk sosial. Kenyataan ini menunjukkan bahwa 
betapa kehidupan kita tiada lepas dari akad (perjanjian), yang 
menjadikan sarana dalam memenuhi berbagai bentuk 




Upah menurut istilah terminologi, upah adalah 
mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 
memberikan imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah 
adalah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang 
yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan 
tertentu dan bayaran itu di berikan menurut perjanjian yang 
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 Dalam pandangan syariat Islam upah 
adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang 
yang mempekerjakannya untuk membayarnya. Upah adalah 
hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah 
disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja 
wajib membayarnya.
54
Ada beberapa para ahli yang 
mendifinisikan ijarah adalah sebagai berikut: 
1) Hanafiyah, beliau menyatakan bahwa ijarah adalah akad 
atas manfaat dengan imbalan berupa harta. 
2) Malikiyah berpendapat bahwa ijarah adalah manfaat 
sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan 
suatu imbalan. 
3) Syafi‟iyah berependapat bahwa ijarah adalah suatu jenis 
akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, 
mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh 
dimanfaatkan dengan cara memberi imbalan (upah) 
tertentu. 
4) Hanabilah berpendapat bahwa ijarah adalah suatu akad 




5) Al-Syarbini mendefinisikan ijarah sebagai akad untuk 
menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana 




6) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad 
yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa 
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7) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang 
pembiayaan ijarah bahwa ijarah adalah akad 
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 
jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah 
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu 
sendiri. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu‟jir 
dengan musta‟jir dengan a‟jir untuk mempertukarkan 
manfaat dan ujrah, baik manfaat barang maupun jasa. 
8) Kitab Hukum Ekonomi Syariah  Buku II Bab I Pasal 20 
ayat disebutkan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam 
jangka waktu tertentu dengan pembayaran. 
Secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan 
adanya pembayaran upah, diikuti dengan pemindahan 
kepimilikan atas barang itu sendiri.
58
 
Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa 
(upah mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, 
ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni 
mengambil manfaat dari barang dan keduanya benar. Jumhur 
ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat 
dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya.
59
 
Sedangkan ensiklopedia fiqh mendefinisikan ijarah 
adalah akad penukaran terhadap manfaat suatu barang degan 
harga atau barang tertentu.
60
 Berdasarkan beberapa pengertian 
di atas, maka pada intinya upah (ijarah) adalah akad 
pemindahan suatu hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa 
diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang 
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dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang 
disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut ketentuan 
syariat dan dapat dimanfaatkan atas suatu objek yang 
disewakan. 
Dengan demikian yang dimaksud upah adalah 
memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang 
telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan 
bayaran itu diberikan menurut perjanjian.
61
 Mengenai masalah 
pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam 
kitab fiqh, yang terdapat dalam al-ijarah. Ijarah merupakan 
suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan 
manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati 
berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konsep ijarah pemilik 
yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut 
musta‟jir dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil 
manfaatnya disebut dengan mu‟jir, serta jasa yang diberikan 
sebagai imbalan manfaat ajran atau ujrah. Ketika akad ijarah 
telah terjadi secara sah, maka musta‟jir sudah berhak atas 
manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah 
sebagai pengganti manfaat yang disewakan karena ijarah 
termasuk jenis transaksi tukar-menukar. 
Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam 
bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah 
disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau 
mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan dalam Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan 
kepada ayat-ayat Al-Qur‟an dan hadist nabi.
62
 Pada dasarnya 
ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak 
yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu 
pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling 
menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.
63
 Dan 
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tujuan disyariatkannya ijarah ialah guna memberikan 
keringanan kepada sesama manusia. Seseorang mempunyai 
uang namun tidak dapat bekerja, dan di pihak lain ada yang 
mempunyai tenaga dan mebutuhkan uang. Dengan adanya 
ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.
64
 
2. Dasar Hukum Upah 
Hampir semua ulama fiqh sepakat bahwa ijarah 
disyari‟atkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak 
menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al-Asham dan Ibnu 
Ulayyah. Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak 
menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 
kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat 
pembayaran menurut kebiasaan (adat). 
Jumhur ulama bependapat bahwa ijarah disyariatkan 
berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟. 
a. Al-Qur‟an 
1) Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah [2] : 233 
 
                     
                          
      
“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 
                                                          





bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 
kerjakan.”(QS. Al-Baqarah [2] : 233).
65
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam 
membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan 
apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan 
ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian 
menghendaki agar bayi-bayi kalian dierahkan kepada 
wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini 
boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan 
upah yang sepantasanya kepada mereka, apabila upah 
diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak 
sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam 
pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak 




2) Firman Allah Swt. QS. Az-Zukhruf [43] : 32 
                        
                 
                     
      
 “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 
Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 
penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan 
Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas 
sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian 
                                                          
65Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya 
(Semarang:Kumudasmoro Grafindo,1994), h. 8. 
66Ahmad Mushtofa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet. I (Semarang: Toha 





mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. 
dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 




  Ayat tersebut dijelaskan bahwa ada sebagian dari 
mereka yang diberikan kelebihan untuk membagi dari 
sebagian apa yang mereka punya. Seperti contoh nya: 
pemilik perusahaan yang memiliki kelebihan materi dan 
pemilik usaha tersebut mencari karyawan agar dapat 
membagi sebagian dari harta mereka tersebut agar 
menjadi manfaat untuk saling tolong menolong sesama 
manusia. 
 
3) Firman Allah Swt. QS. Al-Qasash [28] : 26 
                     
         
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya 
bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik 
yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang 
yang kuat lagi dapat dipercaya". ( QS. Al-Qasash [28] 
: 26)
68 
Ayat di atas menerangkan bahwa upah / Ijarah telah 
di syariatkan oleh umat Islam, dalam ayat ini terdapat 
pernyataan seorang anak yang meminta ayahnya untuk 
mengambil seseorang untuk bekerja dan mengambil 
imbalan yang telah di sepakati sesuai dengan ketentuan 
waktu dan manfaat yang dapat di terima. 
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Selain ayat Al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadist 
yang menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah 
Saw.sebagai berikut: 
ًِ َوَسلََّم:  َعْه َعْبِد هللاِ ْبِه ُعَمَز قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّ هللاُ َعلَْي
 أَْعطُوا األَِجْيَز أَْجَزيُ قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعُزقًُُ )راوي ابه ماجً(
“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata 
Rasulullah Saw: berikan kepada seorang pekerja 




Hadist riwayat ibnu sa‟id al-khudri, Nabi Saw. 
bersabda: 
 
 ًِ َوَعْه اَبِي َسِعْيِد اُخْذِرىِّ َرِضَي هللاُ َعْىًُ اَنَّ ااوّبِيِّ َصلَّ هللاُ َعلَْي
َسمِّ لًَُ اُْجَز تًَُ )َراَويُ َعْبُدالزَّ َساَق(َوَسلََّم قَاَل: َمِه اْستَاَجَزاَِجْيًزافَاْيُ   
 
“Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra. bahwasannya Nabi Saw. 
bersabda: “barang siapa mempekerjakan pekerja maka 




Umat Islam pada masa sahabat telah berijma‟ 
bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi 
manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan 
manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. 
Para ulama tak seoarang pun yang membantah 
kesepakatan ijma‟ ini. Sebagai mana diungkapkan 
Sayyid Sabiq:” dan atas disyari‟atkannya sewa 
menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap 
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(serius) pendapat orang yang berbeda dengan 
kesepakatan ijma‟ para ulama ini, karena al-ijarah 
merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau 
jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti 




Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam 
menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-
qur‟an dan Hadist dalam suatu perkara yang terjadi. 
Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma bahwa 




Ibnu Rusdy dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid, 
juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa 
itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan 
fuqaha masa pertama”. Al-Ijarah merupakan akad 
pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan atas barang itu sendiri.
73
 
3. Rukun dan Syarat Upah 
a. Rukun Upah (Ijarah) 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab 
dan qobul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-
ijarah, al-isti‟jar, al-iktira, dan al-ikra.
74
  
Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) 
empat, yaitu:  
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a) Aqid (orang yang berakal)  
Mu‟jir dan musta‟jir, yaitu orang yang 
melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. 
Mu‟jir adalah orang yang menerima upah dan yang 
menyewakan, musta‟jir adalah orang yang menerima 
upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan 
sesuatu, disyaratkan pada mu‟jir dan musta‟jir adalah 
baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf 
(mengendalikan harta), dan saling meridhai.
75
 Allah 
swt. berfirman:  
                  
                 
                  
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)
76
 
Disyaratkan kepada seseorang yang telah melakukan 
akad untuk mengambil manfaat suatau barang untuk 
dijadikan sebuah akad agar mencegah terjadinya 
perselisihan. Dan disyariatkan untuk kedua belah pihak 
dan dapat membedakan. Tidaklah sah suatu akad 
tersebut apabila yang berakad itu gila atau anak kecil 
belum baligh dan belum dapat membedakan.
77
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b) Sighat  
Yaitu orang yang melakukan ijab dan qobul (serah 
terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qobul atau 
cukup dengan ijab saja yang menunjukan qobul dari 
pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua belah 
pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, 
maka harus diungkapkan dengan sighat atau ijab qobul.  
 Jika sudah terjadi ijab qobul sesuai dengan syarat-
syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan antara kedua 
belah pihak sudah terjadidan setiap pihak terikat dengan 
hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.
78
 
c) Upah  
Yaitu sesuatu yang menjadi objek dalam upah 
mengupah atau sesuatu yang dikerjakan adalah sesuatu 
yang diperbolehkan menurut agama Islam. Adapun 
syarat-syarat dalam pembayaran upah (ujroh) adalah 
sebagai berikut: 
(1) Tidak berkurang nilainya.  
(2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan 
upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih 
dahulu.  
(3) Adanya manfaat yang jelas.  
(4) Ma‟qud alaihi (barang yang menjadi objek) ialah 
sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, 
disyaratkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan 
dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat 
terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa 
yang diberikan adalah jasa halal.
79
 
d) Manfaatnya  
Untuk mengontrak seorang musta‟jir harus 
mengetahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta 
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tenagany. Oleh sebab itu jenis pekerjaan yang harus 
dijelaskan, sehinga tidak pergi, karena transaksi 
upah yang masih pergi hukumnya adalah fasid.
80
 
Karena itu semua harta benda boleh diakadkan 




(1) Dalam sewa-menyewa harus diketahui secara 
jelas manfaat dari akad tersebut. Hal ini dapat 
dilakukan dengan cara memeriksa atau pemilik 
memberikan informasi yang transparan tentang 
kualitas dan manfaat barang tersebut. 
(2) Objek ijarah dapat dimanfaatkan secara 
langsung dan diserah terimakan tidak 
mengandung cacat yang dapat menghalangi 
fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi ijarah 
nya apabila harta benda masih dalam 
penguasaan pihak ketiga. 
(3) Objek ijarah berikut manfaatnya tidak boleh 
bertentangan dengan hikum syara‟. Misalkan 
transaksi sewa-menyewa VCD pornografi 
maupun sewa-menyewa rumah untuk kegiatan 
maksiat maka tidaklah sah transaksi tersebut.  
(4) Objek yang disewakan manfaat langsung dari 
sebuah benda. Maksudnya tidak dibenarkan 
sewa-menyewa atas manfaat suatu benda yang 
sifatnya tidaklah langsung. Sewa-menyewa 
yang mengandung ketidak jelasan seperti sewa 
pohon mangga untuk diambil buahnya. 
(5) Objek ijarah yang dijadikan harta benda 
haruslah harta yang bersifat istihlahki, harta 
benda yang rusak atau berkurang sifatnya 
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karena pemakaian. Seperti makan tidak sah 
ijarahnya atasnya. 
b. Syarat Upah (Ijarah) 
Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah dapat 
dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan 
syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum 
dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat yang 
berlaku pada ijarah sebagai berikut:
82
 
1) Syarat terjadinya akad 
Syarat al-inaqad (terjadinya akad) berkaitan 
dengan aqid yakni orang yang melakukan akad, zat 
akad, dan tempat akad.
83
 Namun, tidak di 
syaratkan baligh. ini berarti para pihak yang 
melakukan akad ijarah harus sudah cakap 
bertindak hukum sehingga semua perbuatannya 
dapat dipertanggung jawabkan. Maka tidak 
dibenarkan memperkerjakan orang gila, anak-anak 
yang belum mumayiz, dan tidak berakal. 
2) Keridhaan pihak yang berakad (An-taradin)  
Artinya kedua belah pihak yang berbuat atas 
kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan 
untuk melakukan upah mengupah atau sewa 
menyewa dengan paksaan dari salah satu pihak 
ataupun dari pihak lain.
84
 Hal ini berdasarkan 
firman Allah swt: 
3) Manfaat yang menjadi obyek al-ijarah  
Harus diketahui secara sempurna sehingga 
tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 
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Apabila manfaat yang akan menjadi obyek al-
ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. 
Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan 
menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan 
beberapa lama manfaat ditangan penyewa.  
4) Penjelasan tempat manfaat  
Manfaat tempat atau jasa yang disewakan 
hukumnya mubah secara syara‟, seperti sewa buku 
untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan 
sebaliknya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan 
maksiat atau suatu yang dilarang syara‟. Oleh 
karena itu tidak boleh menyewakan seseorang 
untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya 
orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara 
syar‟i tidak boleh dipenuhi.
85
  
4. Macam-Macam Upah 
Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua 
macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatau benda atau 
barang dan yang bersifat manfaatnya atas pekerja (jasa). Al-
ijarah yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah 
sewa menyewa rumah, took, kendaraan, pakaian, dan 
perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara‟ 
untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat 
menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. 
Ijarah yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah 
dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 
suatu pekerjaan. Al-ijarah sseperti ini, menurut para ulama 
fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, 
seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan 
tukang sepatu. Al-ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, 
seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang 
bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang 
                                                          
85Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 





menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti 
tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk 
al-ijarah terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan 
pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. 
Terkait dengan hal ini, termasuk menyewa terhadap manfaat 
atas karyanya seseorang yang berupa hak kekayaan 




Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan 
sebagai berikut: 
a. Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti 
dalam shalat, puasa, haji dan membaca Al-Qur‟an. 
Namun hal ini diperselisihkan kebolehannya oleh para 
ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-
pekerjaan ini. Pendapat Imam hanafi bahwa menyewa 
seseorang untuk melakukan perbuatan shalat, puasa, 
haji dan membaca Al-Qur‟an yang pahalanya dijadikan 
kepada orang tertentu, seperti arwah ibu atau bapak 
yang menyewa maka haram hukumnya mengambil 
upad dari pekerjaan tersebut.
87
 
b. Upah dalam sewa tanah, dibolehkan menyewa tanah, 
dan disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, 
baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan. Jika yang 
dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus 
dijelaskna, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, 
kecuali jika orang yang menyewakan mengijinkan 
ditanami apa saja, yang ia kehendaki, apabila syarat-
syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid 
(tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-
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macam, sesuai dengan tanaman. Seperti halnya juga 
memperlambat tumbuhnya yang ditanam di tanah.
88
 
c. Upah menyusui anak, ada beberapa ulama yang 
pendapatnya berbeda-beda dalam upah menyusui anak 
di antaranya adalah As-Shahiban (murid Abu Hanifah) 
dan Ulama Syafi‟iyah. Berdasarkan qiyas tidak boleh 
menyewa seorang perempuan untuk menyusui ditambah 
makanan dan pakaian karena ketidakjelasan upahnya. 
5. Sistem Pembayaran Upah 
Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal 
upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas 
kedua belah pihak mengenai waktu upah itu di berikan. Jika 
Ijarah adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada masa berakhirnya pekerjaan. Jika tidak ada 
pekerjaan lain, sedangkan akad sudah berlangsung dan tidak 
disyariatkan dengan pembayaran dan tidak ada ketentuan 
penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan 
upahnya secara berangsur sesui dengan manfaat yang 
diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafei‟i dan Ahmad, 
sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu‟jir 
menyerahkan zat barang yang disewakan kepada musta‟jir, ia 
berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) 
sudah menerima kegunaan.
89
 Hak-hak menerima upah bagi 
seorang musta‟jir yaitu: 
a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan maka berikanlah 
upah sebelom keringatnya kering.  
b. Jika menyewakan barang, maka uang sewaan yang 
dibayarkan ketika akad sewa, kecuali dalam akad 
ditentukan lain. Manfaat barang yang diijarahkan 
mengalir selama penyewaan berlangsung.  
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6. Pelaksanaan Upah 
 Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktorfaktor 
yang saling berkaitan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah : 
a. Bentuk dan Jenis Pekerjaan 
Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus 
menentukan siapa pekerja yang akan melakukan 
pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui 
seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. 
Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan 
kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut 
berlangsung secara jelas. Setiap transaksi ijarah 
disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, 
maka status hukumnya tidak sah. 
1. Masa Kerja 
Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi 
ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
kelompok, yaitu sebagai berikut: 
a) Ada transaksi yang yang hanya menjelaskan 
takaran pekerjaan yang yang dikontrak saja tanpa 
harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti 
pekerjaan menjahit pakaian dengan model 
tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya 
seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian 
tersebut. 
b) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan 
masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran 
kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki 
bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang 
tersebut harus mempebaiki bangunan selama satu 
bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki 
maupun tidak. Ada transaksi ijarah yang 
menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan 









2. Upah Kerja 
Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi 
kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak 
boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu 
yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai 
pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan 
pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa 
sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak 
mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa 
terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak 




Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya 
jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan 
semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena 
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar 
mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan 
yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, 
jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar 
atau sengaja menunaikannya dengan tidak 
semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, 
karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.
92
 
Selama ia mendapatkan upah secara penuh, 
maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh 
Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik 
merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang 
diperolehnya, demikian juga memberikan upah 
merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil 
kerja karyawan yang diperolehnya. 
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3. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja 
Transaksi ijᾱrah dilakukan seorang musta‟jir 
dengan seorang ajir atas jasa dari tenaga yang 
dicurahkannnya, sedangkan upahnya ditentukan 
berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa 
besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah 
seseorang serta standar dari besarnya jasa yang 
diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan 
adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih 
payah atau tenaga yang dicurahkan.
93
 
Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut 
secara mutlak tidak pernah dinilai dengan 
menentukan besarnya upah meskipun memang benar 
bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena 
hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah 
jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, 
meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.
94
 
Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan 
tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja, sehingga 
pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan 
yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT 
dalam Q.S Al-Baqarah : 286 : 
                   
                     
                    
                    
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                       
                 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan 
sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala 
(dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia 
mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, 
janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau 
Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 
bebankan kepada Kami beban yang berat 
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-
orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 
sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah 





Karena itu, tidak diperbolehkan untuk 
menuntut seorang pekerja agar mencurahkan 
tenaganya kecuali sesuai dengan kapasitas 
kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut 
tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, 
membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran 
yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga 
pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan 
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Syari‟at Islam menganjurkan agar upah yang 
diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang 
telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, 
ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat 
keadaan sosial tenaga kerja pada posisi perekonomian 
lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan 
keahlian masing-masing pekerja. Hal itu sesuai 
dengan firman Allah SWT, yaitu : 
                         
       
“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut 
apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah 
mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-
pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” 
(Q.S. Al- Ahqaf Ayat 19).
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Dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja 
berhak menerima gaji sesuai keahlian dan 
kemampuannya walaupun terjadi penundaan. 
Penundaan yang dilakukan tidak boleh mengurangi 
gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang 
diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun. Ketika 
pada suatu saat orang yang mengupah atau yang 




7. Berakhirnya Upah 
 Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad ijarah akan 
berakhir apabila:  
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a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar 
atau celana yang dijahitkan hilang.   
b. Pembatalan akad  
c. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijarah 
telah berkhir.  
d. Menurut jumhur ulama unsur-unsur yang boleh 
membatalkan akad ijarah itu apabila obyeknya 
mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad 
itu hilang. 
 
C. Asas-Asas Perjanjian Menurut Islam 
 Asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti dasar, basis 
dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu 
yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
99
 Istilah lain 
yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip yaitu 




Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan 
dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai 
tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan 
dan pelaksanaan hukum.
101
 Dari definisi tersebut apabila 
dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum syariah adalah, 
kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan 
alasan pendapat tentang perjanjian terutama dalam penegakan 
dan pelaksanaan hukum  syari’ah. 
Asas – asas hukum adalah pokok pikiran yang berpengaruh 
terhadap norma – norma perilaku dan yang juga menentukan 
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lingkup keberlakuan norma – norma hukum.102 Asas-asas dapat 
dikatakan sebagai karateristik akad atau ciri – ciri  akad dalam 
hukum perjanjian islam yang membedakannya dengan akad / 
kontrak dalam hukum perjanjian Barat / konvensional.
103
 Asas – 
asas akad menurut kompilasi hukum ekonomi islam terdiri dari : 
asas ikhtiyari / sukarela, asas amanah / menepati janji, 
ikhtiyati/kehati-hatian, luzum /tidak berubah,saling 
menguntungkan,taswiyah /kesetaraan, transparansi, asas 
kemampuan, asas taisir/kemudahan, asas itikad baik, asas sebab 
yang  halal. Asas tersebut diatas dikelompokkan berdasarkan 
karateristik islam terdiri dari: 
1. Al-Huriyyah (Kebebasan) 
Asas kebebasan berkontrak di dalam hukum Islam 
dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat 




Islam memberikan kebebasan kepada para pihak 
untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan 
tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah 
disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut 
mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus 
dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan 
ini tidak absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan 
syari’ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. 
Menurut Faturrahman Djamil bahwa: ”Syari’ah Islam 
memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan 
akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan 
syarat sahnya adalah ajaran agama”.105 
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2.  Al- Musawamah (Persamaan) 
Dalam sebuah perjanjian, para pihak yang terlibat 
mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dapat 
menentukan aturan dari suatu akad. Hubungan mu’amalah 
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 
Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari 
yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing 
memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia 
yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas 
kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Dalam 
melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban 
masingmasing didasarkan pada asas persamaan dan 
kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang 
dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak 
diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar 
perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. 
3.  Al-Adalah (Keadilan) 
Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian / akad 
menuntut para pihak yang melakukan yang benar dalam 
pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua 
kewajibannya. Perjanjian ini harus senantiasa mendatangkan 
keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh 
mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.
106
 
  Asas ini merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu 
bentuk kezaliman adalah mencabut hak – hak kemerdekaan 
orang lain, dan / atau tidak memenuhi kewajiban terhadap 
akad yang dibuat. Implementasi keadilan dalam kegiatan 
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1. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba 
nasiah maupun riba fadl. 
2. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun 
lingkungan (zalim). Esensi zalim (dzulm) adalah 
menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan 
sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, 
mengambil sesuatu yang bukan haknya dan 
memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. 
3. Unsur judi dan sikap spekulatif (maysir) 
4. Unsur ketidakjelasan (gharar). Esensi gharar adalah 
setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu 
pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, 
manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya 
kepastian pelaksanaan akad. Bentuk – bentuk gharar 
antara lain: 
a. Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan 
obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad 
itu sudah ada maupun belum ada. 
b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah 
penguasaan penjual 
c. Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas 
barang/jasa. 
d. Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus 
dibayar dan alat pembayaran 
e. Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad 
f. Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin 
kesesuaiannya dengan yang ditemukan dalam 
transaksi 
g. Adanya unsur eksplotasi salah satu pihak karena 
informasi yang kurang atau dimanipulasi dan 
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ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang 
ditransaksikan. 
5. Unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta 
aktivitas operasional yang terkait. 
4.  Al-Ridha (Kerelaan) 
    Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi harus 
dilakukan dengan dasar kerelaan antara kedua pihak yang 
bertransaksi, tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, 
penipuan dan mis-statement. 
108
 Kondisi ridha ini 
diimplementasikan ke dalam perjanjian di antaranya dengan 




 Asas al ridha’iyyah ini dalam KUH Perdata sering 
dinamakan asas konsesualisme atau asas konsensual. Asas 
ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dengan kata lain, 
perjanjian sudah sah apabila telah tercapai kesepakatan 
antara dua pihak yang bertransaksi. Dalam pasal tersebut 
ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu 
adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas 
konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa 
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, 
tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, 
yang merupakan persesuaian antara kehendak dan 
pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 
5.  Ash-Shidq (Kejujuran) 
Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur 
kebohongan / penipuan, sangat berpengaruh kepada 
keabhasan perjanjian / akad. Sebagaimana firman Allah 
dalam surat Al Ahzab ayat 70 : 
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                     
 Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 
Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar, 
Bahwa pihak yang berakad wajib mengatakan dengan 
benar dan jujur agar saling terjalin kepercayaan demi 
terlaksanya akad tersebut. Suatu perjanjian dapat dikatakan 
benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang 
melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan 
lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan 
madharat dilarang. 
6. Al-Kitabah (Tertulis) 
Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, 
lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika 
dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Undang – Undang 
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan 
bahwa “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian 
kerja antara pengusaha dan pekerja.”110 Suatu perjanjian 
hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan 
sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi 
persengketaan. Tentang hal ini juga tertera Dalam 
QS.alBaqarah (2); 282- 283, pada ayat ini dapat dipahami 
bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu 
perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan 
diberikan tanggung jawab individu yang melakukan 
perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu 
dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak 




                                                          







Setiap akad dilaksanakan dengan 
pertanggungjawaaban para pihak secara terbuka.
111
 Segala 
hal yang berkaitan dengan kontrak perjanjian hendaknya 
disampaikan dan disampaikan dengan apa adanya tanpa 
harus melebih lebihkan atau menguranginya. Merahasiakan 
informasi penting yang mempunyai kaitan pada saat 
transaksi dapat membuat kontrak tidak sah.
112
 Kontrak yang 
melibatkan gharar sangat dilarang, tujuannya adalah untuk 
mencegah transaksi yang mengarah pada suatu sengketa dan 
kurangnya kepercayaan. 
Kejelasan informasi dalam masalah perjanjian 
merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak 
tidak dirugikan. Setiap pihak yang melakukan perjanjian 
seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum 
dan saat melakukan perjanjian baik informasi mengenai 
objek, pelaku perjanjian atau akad perjanjian. Lebih jauh 
lagi untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi 
akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam 
perjanjian. 
 
D. Ketenuan Upah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 
1. Ketentuan Upah Menurut Hukum Islam 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 
pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila 
tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan 
tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhannya. Secara umum dalam ketentuan 
Al-Qur‟an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini 
terdapat dalam surah An-Nahl ayat : 90 : 
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                   
                     
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl [16] : 90).
113
 
 Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, 
maka dapat dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan 
kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil dan 
dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan 
sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan 
bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih 
payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. 
Oleh karena itu, maka kewajiban majikan adalah untuk 
mensejahterakan pekerjaanya, termasuk dalam hal membayar 
upah yang layak. 
Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan 
syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja 
dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat 
tersebut yaitu membayar upah pekerja dibayar seminggu 
sekali, maka majikan harus memenuhi syarat tersebut yaitu 
membayar upah pekerja dibayar sebulan sekali. Namun jika 
dalam persyaratan perjanjian upah pekerja dibayarkan 
seminggu sekali, maka upah harus dibayarkan seminggu 
sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka 
buat dan setujui bersama.
114
 
Masalah penundaan pembayaran upah ada ditentukan 
penundaan upah adalah sah, tidaklah hal itu membatalkan 
dalam perjanjian yang diadakan sebelumnya. penundaan 
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upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang 
dalam Islam, akan tetapi harus disegerakan.   Jika dalam 
kesepakatan tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau 
menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan 




Upah berhak diterima dengan syarat-syarat:
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1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib 
membayar upahnya pada saat jasa telah selesai 
dilakukan 
2) Mendapat manfaat. Jika ijarah dalam bentuk barang. 
Apabila ada kerusakan pada barang sebelum 
dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad 
tersebut menjadi batal. 
3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu 
sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan. 
4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak sesuai dengan hal penangguhan 
pembayaran. 
Hak menerima upah bagi musta‟jir adalah sebagai 
berikut: 
1) Ketika pekerjaan telah selesai 
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad 
sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat 
barang yang disewakan mengalir selama penyewaan 
berlangsung. 
Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat 
upah dan menangguhkannya sah seperti juga halnya 
mempercepat yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan 
kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan 
mempercepat atau menangguhkan, sekiranya dikaitkan 
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2. Ketentuan Upah Menurut Hukum Positif 
Upah memegang peranan yang sangat penting dan 
merupakan suatu ciri khas suatu hubungan kerja dan juga 
tujuan utama dari seorang pekerja untuk melakukan 
pekerjaan pada orang lain dan badan hukum ataupun 
perusahaan. Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang 




Menurut pasal 88 ayat (1) UU ketenagakerjaan, setiap 
pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang 
melindungi pekerja/buruh meliputi: 
a. Upah minimum 
b. Upah kerja lembur 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain 
di luar pekerjaannya 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah 
g. Denda dan potongan upah 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional 
j. Upah untuk pembayaran pesangon 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan 
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Pasal 89 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah 
minimum ditetapkan pemerintah berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas 
upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota dan upah minimum berdasarkan sektor pada 
wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 UU 
Ketenagakerjaan. 
 Adapun dalam hal  pengusaha yang tidak mampu 
membayar upah minimum yang telah ditentukan tersebut, 
dapat dilakukan penangguhan yang tata cara 
penangguhannya diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 
KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan 
Pelaksanaan Upah Minimum. 
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau 
serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari 
ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Jika kesepakatan tersebut lebih 
rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum, 
dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ada beberapa sistem yang digunakan untuk 
mendistribusikan upah, dirumuskan empat sistem yang 
secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut : 
1) Sistem upah menurut banyaknya produksi adalah upah 
menurut banyaknya produksi diberikan dapat 
mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan 
berproduksi lebih banyak. Produksi yang dihasilkan 
dapat dihargai dengan perhitungan ongkosnya. Upah 





normal yang membandingkan kebutuhan pokok dengan 
hasil produksi. 
2) Sistem upah menurut lamanya dinas adalah sistem upah 
semacam ini akan mendorong untuk lebih setia dan 
loyal terhadap perusahaan dan lembaga kerja. sistem ini 
sangat menguntungkan bagi yang lanjut usia dan juga 
orang-orang muda yang didorong untuk tetap bekerja 
pada suatu perusahaan. 
3) Sistem upah menurut lamanya kerja adalah upah 
menurut lamanya bekerja disebut pula upah menurut 
waktu, misalnya bulanan. Sistem ini berdasarkan 
anggapan bahwa produktivitas kerja itu sama untuk 
waktu yang kerja yang sama, alasan-alasan yang lain 
adalah sistem ini menimbulkan ketentraman karena 
upah sudah dapat dihitung, terlepas dari kelambatan 
bahan untuk bekerja, kerusakan alat, sakit dan 
sebagainya. 
4) Sistem upah menurut kebutuhan adalah upah yang 
diberikan menurut besarnya kebutuhan karyawan 
beserta keluarganya disebut upah menurut kebutuhan. 
Seandainya semua kebutuhan itu dipenuhi, maka upah 
itu akan mempersamakan standar hidup semua orang. 
Salah satu kelemahan dari sistem ini adalah kurang 
mendorong inisiatif kerja, sehingga sama halnya dengan 
sistem upah menurut lamanya kerja dan lamanya dinas. 
Kebaikan akan memberikan rasa aman karena nasib 
karyawan ditanggung oleh perusahaan. 
Didalam memberikan upah/gaji perlu juga 
memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti 
bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan harus 
dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan. 
Semakin tinggi pengorbanan semakin tinggi penghasilan 
yang diharapkan. Karena itu pertama yang harus dinilai 
adalah pengorbanan yang diperlukan oleh suatu jabatan, 





persyaratan-persyaratan (spesifikasi) yang harus dipenuhi 
oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin tinggi 
persyaratan yang diperlukan, semakin tinggi pula 
penghasilan yang diharapkan. Penghasilan ini ditunjukan 
dari upah yang diterima. 
Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para 
karyawan, mereka tidak hanya memperhatikan besarnya 
uang yang dibawa pulang, tetapi juga membandingkan 
dengan rekan yang lain. Disamping masalah keadilan, maka 
dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan. 
Kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada 
perusahaan-perusahaan lain, atau bisa juga dengan 
menggunakan peraturan pemerintah tentang upah minimum 
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